DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

1« KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 170/ /3?2 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang a. bahwa Pembahasan Rancangan Progam Legislasi
Daerah Tahun 2014 telah dilaksanakan oleh Badan

Legislasi Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Karanganyar;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan <Rakyat Daerah

Kabupaten Karanganyar tentang Pro.gram Legislasi
Daerah Tahun 2014;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengabh;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian |’nisan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 ),

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU : Menetapkan  Progam Legislasi Daerah Tahun 2014
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 ib

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/ <ARANGANYAR,

H.S13&UNTO, S.H.
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LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014
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